
 135 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

I. Buku-Buku:     
 
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Citra Aditya 

Bakti. Bandung. 
 
Admaja Priyatno. 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem 

Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia. Utomo. Bandung. 
 
Andi Hamzah. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 
 
Andi Zainal Abidin.  1983. Bunga Rampai Hukum Pidana. Pradnya Paramita. 

Jakarta.  
 
______.1983. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta. 
 
A. Zainal Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. 

Jakarta. 
  
Bambang Purnomo. 2001.  Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 
 
Bambang Waluyo. 2010. Penelitian Hukum dalam Praktek. Sinar Grafika. 

Jakarta. 
 
Barda Nawawi Arief. 1996. Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara. Badan 

Penerbit UNDIP. Semarang. 
 
______.2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. 

Bandung. 
 
______.2009. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. “Perspektif  Pembahauan 

Hukum Pidana dan  Perbadingan Beberapa Negara”. Badan Penerbit 
Undip. Semarang. 

 
Chairul Huda. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. Jakarta. 
 
Carol E.M. Bongenar. 1992. Aturan adalah norma: beberapa aspek mengenai 

sifat normative dari peraturan perundang-undangan, yuridika. Binacipta. 
Bandung. 

 
CFG. Sunaryati Hartono. 1975. Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan 

dan Pembaharuan Hukum Nasional. Binacipta. Bandung. 
 



 136 

Evi Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. 
 
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. 

Storia Grafika. Jakarta. 
 
Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. 

Rajawali Pers. Jakarta. 
 
Hasbullah F. Sjawie. 2013. Direksi Perseroan Terbatas Serta 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 
 
Imam syaukani dan Ahsin Tohari. 2013. Dasar-Dasar Politik Hukum.  Raja Wali 

Pers. Jakarta. 
 
Jan Remmelink.  Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari 

KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia. 2003. 
Gramedia Pusaka Utama. Jakarta. 

 
Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. 

Konstitusi Pers.  Jakarta.  
 
Johnny Ibrahim. 2006. Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia 

Publishing. Surabaya. 
 
Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum 

(Buku Pegangan Kuliah). UMS. Surakarta.  
 
Leden Marpaung. 1991. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik). 

Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 
 
Lilik Mulyadi. 2004.  Kapita Selekta Hukum Pidana,  Kriminologi Dan 

Victimologi. Djambatan. Jakarta. 
 
_______.2010. Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Praktik Dan 

Permasalahannya). Alumni. Bandung. 
 
Mahrus Ali. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. 
 
Mahrus Hanafi. 2015. Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana. Cetakan pertama. 

Rajawali Pers. Jakarta. 
 
Moeljatno. 1955. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Yayasan 

Badan Penerbit Gajah Mada. Jogyakarta. 
 



 137 

_______.1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum 
Pidana.  Bina Aksara.  Jakarta. 

 
_______.1987.  Asas-Asas Hukum Pidana.  Bina Aksara. Jakarta. 
 
Muladi dan Barda Nawai Arief. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. 

Bandung. 
 
Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam 

Hukum Pidana. Sekolah Tinggi. Bandung.  
 
Munir Fuady. 2002.  Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law& 

Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia.  Citra Aditya Bakti. Bandung. 
 
M. Yahya Harahap. 1993. Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat 

Penting Pada Era Globalisasi”. Bina Cipta. Bandung. 
 
Oemar Seno Adji. 1991. Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban 

Pidana Dokter. Erlangga.  Jakarta . 
 
P.A.F. Lamintang. 1990. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. 

Bandung. 
 
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana. Jakarta.  
 
Pipin Syarifin.  2000. Hukum Pidana di Indonesia. Pustaka Setia. Bandung. 
 
Prayogo Susilo. 2007. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. Wacana 

Intelektual. Jakarta. 
 
Roeslan Saleh. 1983. Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana. 

Cetakan Pertama. Ghalia Indo.  Jakarta. 
 
_______.1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua 

Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Aksara Baru. Jakarta. 
 
Setiyono. 2002. Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimonologis dan 

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Cet. 1. 
Averroes Press dan Pustaka Pelajar. Jakarta. 

 
Shinta Agustina. 2014. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam 

Penegakan Hukum Pidana. Themis Books. Jakarta. 
 
Soedarto. 1976. Dilemma Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Fakultas 

Hukum UNDIP. Alumni.  Bandung.  
 



 138 

_______.1981. Hukum Pidana I. Alumni. Bandung. 
 
Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum Sebuah Pengantar. Penerbit 

Liberty. Yogyakarta. 
 
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. 

Citra Aditya Bakti. Bandung. 
 
Sutan Remy Sjahdeini. 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafiti 

Pers. Jakarta.  
 
Syahrul Machmud. 2011. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Graha Ilmu. 

Yogyakarta . 
 
Tolib Setiady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia. Alfabeta. 
 
Wirjono Prodjodikoro. 1980. Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. 

Eresco. Jakarta. 
 
Yance Arizona. 2008. Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah 

Konstitusi. Raja Wali Pers. Jakarta.  
 
 

II.  Peraturan Perundang-Undangan: 

 
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang  Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
 
Republik Indonesia,  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2004. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167). 

 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 5059). 

 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 

dan Pemberantsan Perusakan Hutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 130). 

 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613). 
 
 



 139 

III. Jurnal /Internet: 
 

Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, Cyber Crime dalam 
Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi  dan 
Transaksi Elektronik, Pampas: Journal of Criminal, Volume 1 Nomor 
2, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 

 
Edra Satmaidi, “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di 

Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal 
Konstitusi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011,FH Universitas Riau, hlm. 69-81. 
Diakses tanggal 3 Januari 2021. 

 
Erdiansyah, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran 

Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, Jurnal Ilmu  Hukum. 
https://media.neliti.com/media/ publications/9152-ID-implementasi-
pertanggungjawaban-pidana-korporasi. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 

 
Erdianto, Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia 

Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Tesis S2 UNSRI, 
Palembang. 2001. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnal/Diakses 
tanggal 23 Agustus 2020. 

 
Haryadi, Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. 
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan 
Pemidanaan,  Jurnal Ilmu Hukum, https://media.neliti.com/ 
media/publications/. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 

 
Lestiyana dan Elly Sudarti, Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penadahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 
Indonesia. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1, 
2020. Diakses tanggal 2 Januari 2021. 

 
Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Penerapan Pidana Pasal 92 Ayat (1) Huruf A 

Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf B  Undang-Undang Nomor 18  Tahun 
2013  Tentang Pencegahan dan  Pengrusakan  Hutan, (Analisis 
Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun   Nomor:  
16/PID.SUS/2015/PN.SRL).https://ejournal.undiksha.ac.id/. Diakses 
tanggal 3 Januari 2021 

 
Usman dan Andi Najemi, Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, 

Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, Fakultas Hukum Universitas 
Jambi andi_najemi@unja.ac.id. Diakses tanggal 3 Januari 2021. 

Soo Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, Nomor 3, 
September 2013. Diakses tanggal  3 Januari 2021. 



 140 

 
Yulanto Araya, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya 

Pembangunan Nasional”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 
Tahun 2013, hal. 50. Diakses tanggal  3 Januari 2021. Diakses tanggal 
3 Januari 2021. 

 
Dicki Simorangkir, Tinjauan Singkat Kerangka Hukum dan Kelembagaan 

dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, 
Makalah. 2001, hal. 27. https://acch. kpk.go.id/id/component/content/, 
Diakses tanggal 3 Januari 2021. 

 
Eko Setiawan, https://digilib.ump.ac.id/files/disk 1/8/jhptump. Diakses tanggal 

12 Maret 2021. 
 
Farhanah, https://money.kompas.com/read/2020/06/24/180400426/karhutla-

2019-dampak-buruk-dan-antisipasi-di-masa-depan. Diakses tanggal 23 
Agustus 2020. 

 
Idon Tanjung, https://regional.kompas.com/ read/2020/03/ 10/16184671/ 

polisi-tangkap-pelaku-pembakaran-hutan-di-riau?page=all, Diakses 
Tanggal 23 Agustus 2020. 

 
M.Hariyanto, Lingkungan Hidup/Kehutanan/Konservasi Sumber Daya Alam, 

http://blogmharyanto.blogspot.co.id/2015/10/pasal-jerat. Diakses 
tanggal 23 Agustus 2020. 

 
Rudi Pradisetia Sudirdja, Penerapan Corporate Criminal Liability Dalam 

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Makalah, Magister 
Hukum UI, 2013. http://repository.unpas.ac.id/1310/4/. Diakses 
Tanggal 23 Agustus 2020. 

 
Yenti Garnasih, Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik, 

http://www.mahupiki.com/assets/news/attachment/pada tanggal 3 
Januari 2021. 


